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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan 

dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan. Istilah dapat dibatalkan berarti 

nietigverklraad, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak. 

Dalam Undang-Undang ini, istilah dapat dibatalkan berarti dapat 

difasidkan, menjadi relatif nietig. Jadi, perkawinan dapat dibatalkan 

berarti suatu perkawinan sudah terjadi dan dapat dibatalkan jika para pihak 

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan 

perkawinan dapat dinyatakan batal setelah adanya keputusan dari 

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 

sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

2. Mengenai status hukum anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan, 

keputusan Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maksudnya adalah, anak-anak yang 

lahir dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang “sah”, sehingga 

pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 

anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara serta 
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mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan 

mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Anak dalam hal ini tetap 

berstatus anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 Undang-

Undang Perkawinan, dengan demikian anak-anak dari perkawinan yang 

dibatalkan tetap mendapat perlindungan hukum apabila perkawinan 

tersebut dilandasi dengan “itikad baik” dari kedua pihak. 

2. Saran 

Dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut : 

Untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan dengan segala 

akibat hukumnya, maka harus dilakukan validasi lebih lanjut terhadap 

kelengkapan administrasi sebelum perkawinan. 
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